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KEMENKES. Keperawatan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014

Menimbang

Mengingat

TENTANG KEPERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal

23, Pasal 28 ayat (5), Pasal 34, Pasal 35 ayat (5), dan Pasal 57

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan,

perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014

tentang Keperawatan;

1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5612);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
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Menetapkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG KEPERAWATAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan
tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri
yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Perawat Vokasi adalah Perawat lulusan pendidikan
vokasi Keperawatan paling rendah program Diploma Tiga
Keperawatan.

Perawat Profesi adalah Perawat lulusan pendidikan
profesi Keperawatan yang merupakan program profesi
Keperawatan dan program spesialis Keperawatan.
Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada
individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik
dalam keadaan sakit maupun sehat.

Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang
diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan

Keperawatan.
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11.

12.

13.

14.
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Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat
dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan
pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam
merawat dirinya.

Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan
profesional yang merupakan bagian integral dari
pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat
Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga,
kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau
masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan
Keperawatan.

Surat Tanda Registrasi Perawat yang selanjutnya
disingkat STRP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
konsil keperawatan kepada Perawat yang telah
diregistrasi.

Surat lzin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat
SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Perawat
sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan
Praktik Keperawatan.

Perawat Warga Negara Asing adalah Perawat yang bukan
berstatus Warga Negara Indonesia.

Surat Tanda Registrasi Sementara Perawat yang
selanjutnya disebut STR Sementara Perawat adalah bukti
tertulis yang diberikan oleh konsil keperawatan kepada
Perawat Warga Negara Asing yang melakukan kegiatan
dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian,
pelayanan kesehatan di bidang kesehatan yang bersifat
sementara di Indonesia.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Standar Profesi Keperawatan yang selanjutnya disebut

Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal
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15.

16.

17.

18.

berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Perawat
untuk dapat melakukan Praktik Keperawatan pada
masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh Organisasi
Profesi.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota serta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

Organisasi Profesi adalah wadah yang menghimpun
Perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

(1)

jenis Perawat;

perizinan;

penyelenggaraan Praktik Keperawatan;

praktik mandiri Perawat;

kebutuhan pelayanan kesehatan/Keperawatan dalam
suatu wilayah; dan

pembinaan dan pengawasan.

BAB II
JENIS PERAWAT

Pasal 3
Jenis Perawat terdiri atas:
a. Perawat Vokasi; dan

b. Perawat Profesi.
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Perawat Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan Perawat yang melaksanakan Praktik
Keperawatan yang mempunyai kemampuan teknis
Keperawatan dalam melaksanakan Asuhan Keperawatan.
Perawat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:

a. ners; dan

b. ners spesialis.

Ners sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
merupakan Perawat lulusan program profesi
Keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam
Asuhan Keperawatan.

Ners spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b merupakan Perawat Iulusan program spesialis
Keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam

Asuhan Keperawatan.

BAB III
PERIZINAN

Bagian Kesatu

STRP

Pasal 4
Perawat wajib memiliki STRP dalam melakukan Praktik
Keperawatan.
Untuk memperoleh STRP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Perawat harus memiliki sertifikat kompetensi
atau sertifikat profesi dan persyaratan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
selama 5 (lima) tahun.
STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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